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No.1851, 2014 KEMENKEU. Dana Bagi Hasil. Sumber Daya
Alam. Lebih Bayar. Alokasi Kurang Bayar.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 214 /PMK.07/2014

TENTANG

ALOKASI KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil laporan realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Sumber Daya Alam dan hasil
rekonsiliasi perhitungan realisasi alokasi Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), terdapat alokasi
kurang bayar dan lebih bayar DBH SDA;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 telah
ditetapkan alokasi kurang bayar DBH SDA;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (8)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013
tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah,
alokasi kurang bayar dan lebih bayar DBH untuk
masing-masing provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Alokasi Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam Sampai Dengan Tahun Anggaran
2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5462) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013
tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer ke Daerah;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI
KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM SAMPAI DENGAN TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, alokasi kurang bayar dan lebih bayar Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) sampai dengan Tahun
Anggaran 2013 meliputi:

a. Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi Tahun Anggaran 2013;

b. Alokasi Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum Tahun
Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2012, dan
Tahun Anggaran 2013;

c. Alokasi Lebih Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
Bumi Tahun Anggaran 2013;

d. Alokasi Lebih Bayar DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran
2013;

e. Alokasi Lebih Bayar DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2013; dan

f. Alokasi Lebih Bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun
Anggaran 2013.

Pasal 2

(1) Alokasi kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri
atas:

a. alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi
sebesar Rp2.114.480.497.000,00 (dua triliun seratus empat belas
miliar empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan
puluh tujuh ribu rupiah);

b. alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Gas Bumi sebesar
Rp1.879.741.533.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh
sembilan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga
puluh tiga ribu rupiah);

c. alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Umum sebesar
Rp757.591.322.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima
ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu
rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Iuran Tetap (land-rent) sebesar Rp49.627.026.000,00 (empat
puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua
puluh enam ribu rupiah); dan
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2) Royalti (royalty) sebesar Rp707.964.296.000,00 (tujuh ratus
tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

d. sisa lebih pagu kurang bayar DBH SDA Pertambangan Umum
yang belum disalurkan sebesar Rp31.533.611.818,00 (tiga puluh
satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu
delapan ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagai
berikut:

1) Iuran Tetap (land-rent) sebesar Rp483.364,00 (empat ratus
delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
dan

2) Royalti (royalty) sebesar Rp31.533.128.454,00 (tiga puluh
satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh
delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah ).

(2) Rincian alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi
dan Gas Bumi untuk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3) Rincian alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Umum untuk
masing-masing provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Alokasi lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. alokasi lebih bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi
sebesar Rp411.373.882,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus
tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

b. alokasi lebih bayar DBH SDA Pertambangan Gas Bumi sebesar
Rp26.308.324.668,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan
juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh
delapan rupiah);

c alokasi lebih bayar DBH SDA Pertambangan Umum sebesar
Rp19.239.273.233,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh
sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga
puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Iuran Tetap (land-rent) sebesar Rp11.516.957.605,00 (sebelas
miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh
tujuh ribu enam ratus lima rupiah); dan
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2) Royalti (royalty) sebesar Rp7.722.315.628,00 (tujuh miliar
tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu
enam ratus dua puluh delapan rupiah).

d. alokasi lebih bayar DBH SDA Kehutanan sebesar
Rp14.461.484.266,00 (empat belas miliar empat ratus enam
puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus
enam puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1) Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp2.495.180.902,00
(dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus
delapan puluh ribu sembilan ratus dua rupiah); dan

2) Dana Reboisasi sebesar Rp11.966.303.364,00 (sebelas miliar
sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga ribu
tiga ratus enam puluh empat rupiah).

e. alokasi lebih bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi berupa
Iuran Tetap sebesar Rp1.732.551.362,00 (satu miliar tujuh ratus
tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus
enam puluh dua rupiah).

2) Rincian alokasi lebih bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi
dan Gas Bumi untuk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(3) Rincian alokasi lebih bayar DBH SDA Pertambangan Umum untuk
masing-masing provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Rincian alokasi lebih bayar DBH SDA Kehutanan untuk masing-
masing provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Rincian alokasi lebih bayar DBH SDA Pertambangan Panas Bumi
untuk masing-masing provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tata cara penyaluran kurang bayar dan penghitungan lebih bayar DBH
SDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.


